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 PROFILE OF TAX COMPLIANCE RESEARCH IN INDONESIA 
Dewi Prastiwi 




This study aims to present the profile of tax compliance studies in Indonesia between 
2014 and 2019. The method used refers to the systematic review described by Tranfield 
et al., (2003) from 34 national journals sourced from the Sprott accreditation journal 
2.3 and 4. Sprott (Science and Technology Index) is a portal that contains 
measurements of the performance of Science and Technology which includes the 
performance of researchers, writers, journal performance, and the performance of 
science and technology institutions in Indonesia developed by the Ministry of Research, 
Technology and Higher Education. The results show that: 1) tax compliance research 
is consistently studied every year; 2) the object of majority tax compliance research is 
central tax (income tax); 3) tax compliance research in Indonesia raises many issues of 
economic crime; 4) in an article many test variables that refer to various issues; 5) 
some articles have not presented theories in explaining the phenomenon or research 
findings; 6) the discussion in several articles only convey statistical results that have 
not been accompanied by further analysis. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan profil studi kepatuhan pajak di Indonesia 
antara tahun 2014 hingga 2019. Metode yang digunakan mengacu pada systematic 
review yang dijelaskan oleh Tranfield et al., (2003) dari 34 jurnal nasional yang 
bersumber dari jurnal akreditasi Sprott 2.3 dan 4. Sprott (Indeks Iptek) adalah portal 
yang memuat pengukuran kinerja Iptek yang meliputi kinerja peneliti, penulis, kinerja 
jurnal, dan kinerja lembaga Iptek di Indonesia yang dikembangkan oleh Kementerian 
Riset, Teknologi. dan Pendidikan Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) 
penelitian kepatuhan pajak dilakukan secara konsisten setiap tahun; 2) objek 
penelitian kepatuhan pajak mayoritas adalah pajak pusat (pajak penghasilan); 3) 
penelitian kepatuhan perpajakan di Indonesia banyak memunculkan isu kejahatan 
ekonomi; 4) dalam sebuah artikel banyak variabel uji yang mengacu pada berbagai 
masalah; 5) beberapa artikel belum menyajikan teori dalam menjelaskan fenomena 
atau temuan penelitian; 6) pembahasan dalam beberapa artikel hanya menyampaikan 
hasil statistik yang belum disertai analisis lebih lanjut. 
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Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi beberapa Negara. 
Namun,ketidakpatuhan masih menjadi masalah yang meluas di banyak Negara (Castr 
& Scartascini, 2015) dan fenomena yang melekat pada sistem perpajakan (Alabede, 
2011) tak terkecuali Indonesia. Sesuai dengan definisinya, pajak merupakan pungutan 
kepada rakyat yang dapat dipaksakan dengan tidak memperoleh imbalan secara 
langsung, maka kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan kunci sukses 
pemungutan pajak di seluruh negera, terlebih di Negara yang menganut sistem 
pemungutan self assessment system. Salah satu ukuran tingkat kepatuhan Pajak suatu 
negara adalah Tax ratio.  
Tax ratio merupakan perbandingan realisasi jumlah penerimaan pajak dengan 
Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang menggambarkan peran pajak dalam 
perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Keuangan, tax ratio Indonesia terus 
mengalami penurunan dengan angka tax ratio pada tahun 2019 sebesar 12.2%. 
Rendahnya tax ratio Indonesia tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional 
sekitar 5,02%, yang artinya masih banyak potensi penerimaan pajak yang belum tergali 
(kemenkeu.go.id).  Hal ini berbanding lurus dengan angka kepatuhan pajak yang masih 
rendah yaitu 58% yang didominasi oleh Wajib Pajak orang pribadi karyawan. Oleh 
karena itu banyak penelitian di bidang perpajakan di Indonesia yang telah dilakukan 
untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil 
penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal 
Pajak dalam merumuskan kebijakan perpajakan.  
Kepatuhan pajak merupakan perilaku yang bersifat kompleks karena 
dipengaruhi oleh faktor intrinsik maupun ekstrinsik. Kewajiban membayar pajak dapat 
menimbulkan dilema sosial. Di satu sisi wajib pajak merupakan makhluk rasional yang 
akan selalu melakukan analisis cost dan benefit dari setiap tindakan yang dilakukan, 
namun disisi lain wajib pajak merupakan makhluk sosial yang harus berperan dalam 
keberlangsungan kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Prastiwi et al., 2019). 
Sebagai makhluk rasional, pembayaran pajak dipandang tidak memberikan benefit 
secara langsung sehingga mendorong wajib pajak berupaya untuk meminimalkan 
jumlah pajak terutang. Oleh karena itu, isu penelitian yang diangkat pun beragam mulai 
dari faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik dari wajib pajak. 
Berbagai kajian tentang kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan selain 
mengangkat isu penelitian yang berbeda, juga memiliki latar belakang dan sudut 
pandang yang beragam, baik dari jenis pajak yang diteliti, lokasi, isu maupun 
paradigma riset. Terkait jenis pajak yang diteliti dari jurnal yang direview, jenis pajak 
yang diteliti adalah pajak daerah berupa pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan 
(Trisnawati & Sudirman, 2015; Saputra, 2017; Hakim, et al., 2017) dan pajak 
kendaraan bermotor (Subroto, 2017) , pajak penghasilan orang pribadi (Oktaviani et al., 
2017; Damayanti & Amah, 2018; Alfiyah & Latifah, 2017) dan pajak penghasilan 
badan (Syakura & Muhammad,2014; Husni & Susanti, 2018; Wahda, et al.,2018). 
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Lokasi penelitian dilakukan di kabupaten/kota di Indonesia, yaitu di pulau Sumatra, 
Jawa, Lombok, Kalimanat, Nusa Tenggara, dan Bali.  
Faktor intrinsik yang telah banyak diteliti berdasarkan hasil review terdiri dari 
pengetahuan perpajakan (Trisnawati & Sudirman, 2015; Akbar & Nuryanto, 2018; 
Subroto, 2017; Subarkah & Dewi, 2017; Rahayu, 2017), kesadaran (Subarkah & Dewi, 
2017; Subroto, 2017; Akbar & Nuryanto, 2018; Trisnawati & Sudirman, 2015), 
kewajiban moral (Trisnawati & Sudirman, 2015), kepercayaan terhadap otoritas pajak 
(Hakim et al., 2017; Syakura & Muhammad, 2014; Zemiyanti, 2017; Mahadianto & 
Astuti, 2017), persepsi keadilan (Zemiyanti, 2017; Herman & Dewi, 2019; Purwono, 
2015). Sedangkan untuk faktor ekstrinsik yaitu pertama implementasi modernisasi 
perpajakan yang terdiri dari penerapan E-Filling (Marliana et al.,2015; Husni & 
Susanti, 2018), E-Billing (Arifin & Syafii, 2019), Kedua, kualitas layanan fiskus 
(Nasution & Arifin, 2017; Subarkah & Dewi, 2017), ketiga, insentif dan fasilitas pajak 
yang terdiri dari pengampunan pajak (Subarkah & Dewi, 2017), sunset policy (Alfiyah 
& Latifah, 2017), tax amnesty (Rahayu, 2017). Keempat, sanksi perpajakan (Oktaviani 
et al., 2017), kelima, tarif pajak (Subroto, 2017). Keenam, implementasi administrasi 
perpajakan yang terdiri dari pemeriksaan pajak (Trisnawati & Sudirman, 2015), 
penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) (Prasetyo, 2016), penerbitan surat teguran 
(Prasetyo, 2016), penerbitan surat paksa Prasetyo, 2016). Ketujuh, kompleksitas sistem 
perpajakan (Syakura & Muhammad, 2014), kedelapan, variabel makro seperti Good 
Governance (Siringoringo, 2017), norma sosial (Herman et al., 2019), legitimasi 
(Hakim et al., 2017), kesembilan, hasil audit auditor eksternal (Saputra, 2017).  
Namun, dari penelitian tersebut pertama, belum semua menjelaskan sudut 
pandang teori yang digunakan serta banyak penelitian yang bersifat replikasi 
(menggunakan variabel yang sama) namun dilakukan pada lokasi dan objek yang 
berbeda. Kedua, penelitian belum didasari pada analisis karakteristik pajak dalam 
merumuskan variabel penelitian. Ketiga, variabel yang diuji dalam satu penelitian 
belum didasari paradigma teori yang sama sehingga variabel yang diuji bersifat 
“menyebar” karena hanya mengambil atau mengkombinasikan dari riset-riset terdahulu 
tanpa didasari teori yang kuat. Keempat, riset yang dilakukan belum disertai analisis 
yang mendalam yang berdampak pada minimnya kontribusi riset baik secara praktis 
(implication), keterbaruan (state of the art) maupun teoritis untuk mengembangan 
pengetahuan (body of knowledge).  
Berdasarkan kondisi yang dipaparkan di atas, maka penulis tergugah untuk 
membuat sebuah review sistematis. Review sistematis ini melibatkan 34 artikel yang 
terbit dari tahun 2014-2019 yang bersumber pada jurnal akreditasi sinta 2,3 dan 4. Sinta 
(Science and Technology Index) merupakan portal yang berisi tentang pengukuran 
kinerja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti, 
author, kinerja jurnal dan kinerja institusi Iptek di Indonesia yang dikembangkan oleh 
Kemenristekdikti.  Artikel yang dipilih adalah artikel yang memberikan pemahaman 
perkembangan topik dan hasil riset di bidang perpajakan dalam lingkup Indonesia. Dari 
artikel tersebut, penulis menganalisisnya dengan metodologi Tranfield untuk 
menemukan celah riset (gap) riset yang dapat dikaji di masa mendatang. Penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian pajak berikutnya untuk 









REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS  
 
Tax Compliance 
Kepatuhan pajak (tax compliance) merupakan “kesediaan individu dan entitas 
kena pajak lainnya untuk bertindak sesuai dengan semangat serta hukum dan 
administrasi perpajakan tanpa paksaan" (James & Alley, 2004). Kepatuhan Wajib Pajak 
diukur dari tax gap yaitu perbedaan antara pajak yang seharusnya dibayarkan (potensi 
pajak) dengan pajak yang dibayarkan (riil penerimaan) (Doran, 2009). Semakin besar 
tax gap, menunjukkan semakin besar upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan jumlah 
pajak terutang.   
Alabede (2011) mengidentifikasi tiga bentuk kepatuhan, yaitu : committed 
compliance, capitulative compliance dan creative compliance. Committed compliance 
merupakan kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak tanpa paksaan; 
capitulative compliance adalah kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban 
pajak dengan paksaan; creative compliance adalah kepatuhan Wajib Pajak yang 
dilakukan dengan mencari peluang penghematan pajak dengan memanfaatkan 
kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan, misal melalui celah pengakuan 
pendapatan dan biaya yang dapat dikurangkan. Sedangkan menurut Kirchler et al.,  
(2010) mengidentifikasi ada 2 jenis kepatuhan yaitu kepatuhan bersifat sukarela dan 
paksaan. Kepatuhan sukarela adalah kesediaan Wajib Pajak sendiri untuk mematuhi 
arahan dan peraturan otoritas pajak. Kepatuhan yang dipaksakan adalah kepatuhan 
Wajib Pajak yang timbul karena adanya ancaman dan penerapan audit dan denda.  
OECD sebagai organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi dunia, 
mengkategorikan kepatuhan pajak ke dalam kepatuhan administratif dan kepatuhan 
teknis. Kepatuhan administratif terdiri dari kepatuhan pelaporan, kepatuhan prosedural 
dan kepatuhan terhadap peraturan yang berkaitan dengan pelaporan dan pembayaran 
pajak. Sedangkan kepatuhan teknis berkaitan dengan kepatuhan pemenuhan 
persyaratan teknis undang-undang pajak dalam perhitungan kewajiban pajak. Menurut 
OECD (2010) yang disebut Wajib Pajak patuh adalah yang memenuhi: 1) 
mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak; 2) membayar pajak tepat waktu; 3) melaporkan 
kewajiban pajaknya dengan benar; 4) membayar pajak tepat waktu.   
Sedangkan berdasarkan alasannya, kepatuhan wajib pajak menurut teori 
psychology, Vogel dalam Benno Torgler (2003) menggambarkan tiga alasan yang 
berbeda yang dikenal dengan Kelman’s tripartite typology (Compliers, identifiers, dan 
internalizer). "Compliers" adalah wajib pajak yang membayar pajak karena telah diatur 
dalam undang-undang dan takut akan konsekuensinya jika melakukan pelanggaran. 
"Identifiers" adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan karena 
dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan keyakinan dan perilaku orang-orang yang 
dekat dengan mereka. "Internalizers" adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban 
perpajakan karena memiliki konsistensi antara keyakinan mereka dan perilaku mereka. 
Sementara, yang dimaksud dengan ketidakpatuhan pajak adalah ketidakmauan 
Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak baik dilakukan secara sengaja atau tidak 
sengaja (James & Alley, 2004). Namun, Kirchler et al.,(2010) berpendapat bahwa 
karena tingkat kepatuhan bervariasi maka ketidakpatuhan tertentu mungkin tidak 
melanggar hukum. Soos (1991) secara luas mengelompokkan ketidakpatuhan ke dalam 
empat jenis: keengganan untuk membayar pajak penghasilan; tidak melaporkan 
penghasilan kena pajak; memperbesar  klaim pajak seperti pengecualian yang 
dikenakan pajak, deductible expense, dll serta pembayaran kewajiban pajak yang tidak 
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tepat waktu. Ciri-ciri tersebut merupakan ketidakpatuhan yang disengaja (Intentional 
compliance) dengan wajib pajak sengaja melanggar aturan perpajakan untuk 
keuntungan pribadinya. Ketidakpatuhan jenis ini bisa mengarah pada tax evasion 
(penggelapan pajak). Yang kedua adalah ketidakpatuhan yang tidak disengaja 
(Unintentional compliance), akibat ketidaktahuan, kekhilafan atau kesalahan dalam 
menerapkan undang-undang perpajakan (Prastiwi, 2019). Cabang kepatuhan 


























Penelitian ini merujuk pada systematic review yang diuraikan oleh Tranfield et 
al., (2003) terhadap 34 jurnal nasional terkait kepatuhan pajak  yang terbit mulai tahun 
2014 sd 2019. Langkah-langkah tinjauan sistematis Tranfield et al., (2003) terdiri dari 
tujuh langkah, yaitu: (1) pelingkupan penelitian; (2) identifikasi istilah pencarian; (3) 
identifikasi sumber data; (4) pengumpulan artikel; (5) pemfilteran artikel; (6) evaluasi 
konten; (7) sintesis dan pengembangan kerangka kerja.  
Berdasarkan tahapan tersebut, maka langkah pertama dalam penelitian ini 
adalah pelingkupan penelitian. Studi ini fokus pada faktor determinan kepatuhan pajak.  
Langkah kedua, penulis mengidentifikasi kata kunci yang relevan. Kata kunci yang 
digunakan yakni kepatuhan pajak. Langkah ketiga, melakukan pencarian artikel 
penelitian. Pencarian artikel penelitian dilakukan melalui alamat website 
http://sinta.ristekbrin.go.id/journals untuk selanjutnya dilakukan penelusuran artikel 
yang relevan dengan kepatuhan pajak ke database. Berdasarkan tahapan ini, 
diidentifikasi 34 artikel yang relevan yang ditampilkan di tabel 1. Langkah keempat 
dan kelima dilakukan secara manual untuk menyaring artikel tentang kepatuhan pajak. 
 




Langkah keenam evaluasi konten yang dilakukan dengan: 1) perincian penulis, judul, 
jurnal, volume, publisher; 2) fokus pada isu kepatuhan pajak dengan berbagai 
pendekatan; 3) kodifikasi pada topik kepatuhan pajak (misal: pendekatan yang 
digunakan, faktor-faktor yang mempengaruhi, model kepatuhan). Langkah terakhir 
adalah sintesis dan pengembangan kerangka kerja. Sintesis disusun dengan 
mengidentifikasi tujuan penelitian, teori yang digunakan, metode yang digunakan, dan 
temuan penting penelitian.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Setelah memformulasikan pertanyaan penelitian di bagian pendahuluan, tahap 
berikutnya melakukan pencarian dan seleksi penelitian yang relevan. Pencarian 
dilakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu tentang kepatuhan pajak, terutama 
yang berhubungan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib 
pajak. Berdasarkan hasil penelusuran artikel ditemukan 34 jurnal yang sesuai dengan 
tema dan topik penelitian. Dari 34 artikel dipetakan berdasarkan tahun penerbitan 
jurnal, publisher and publisher accreditation level, isu yang diangkat, theory research, 
research methods, unit of analysis, dan independent variables. 
 
Mapping Berdasarkan Tahun Penerbitan Jurnal  
  Hasil mapping berdasarkan tahun penerbitan jurnal yang membahas kepatuhan 
pajak di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2. Jumlah artikel yang membahas 
mengenai kepatuhan pajak paling banyak di tahun 2017 sejumlah 12 artikel. Sementara 




Mapping Berdasarkan Tahun Penerbitan Jurnal 
Sumber: Hasil olah data 
 
Mapping Based on publisher and Publisher Accreditation Level  
 Hasil mapping berdasarkan Publisher Accreditation Level yang membahas 
kepatuhan pajak di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3.  Saat ini pemerintah 
Indonesia sedang giat berusaha mendongkrak hasil penelitian dalam bentuk artikel 
ilmiah untuk dipublikasikan secara global (internasional). Artikel ilmiah yang dapat 
diakses oleh pengguna internet di seluruh dunia merupakan sebuah aset negara yang 
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publikasinya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah, 
pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi (Kemenristekdikti) membangun Science and Technology Index yang diberi 
nama SINTA. SINTA (Science and Technology Index) merupakan portal yang berisi 
tentang pengukuran kinerja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang meliputi kinerja 
peneliti, penulis, author, kinerja jurnal dan kinerja institusi Iptek. SINTA berbeda 
dengan alat pengindeks yang sudah ada, seperti Google Scholar, Portal Garuda, 
Indonesia Science and Technology Index (InaSTI) dan Indonesian Publication Index 
(IPI). Sinta sudah mengarah ke portal pengindeks global (Internasional) semisal Scopus 
yang sudah memiliki fitur yang lebih lengkap karena sudah dilengkapi dengan beberapa 
fitur seperti: Citation, Networking, Research dan Score. Untuk saat ini level akreditasi 
jurnal di Indonesia dibedakan Sinta 1,2,3,4. Berdasarkan hasil mapping, jumlah artikel 
yang membahas kepatuhan pajak paling banyak publish di jurnal Sinta 2 yang diikuti 




Mapping Based on Publisher Accreditation Level 
Sumber: Hasil olah data 
 
 Berdasarkan hasil mapping, jurnal yang menerbitkan jurnal kepatuhan pajak 
dijelaskan dalam tabel 1 berikut: 
Tabel 1 
Mapping Based on Publisher 
No Publisher Jumlah 
1 E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udaya (s2) 1 
2 Jurnal Akuntansi (S2) 3 
3 Jurnal Akuntansi dan Pendidikan (S2) 1 
4 Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan (S2) 2 
5 Jurnal Akuntansi Multiparadigma (S2) 2 
6 Jurnal Akuntansi dan Pajak (S3) 3 
7 Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (S3) 1 
8 Jurnal Program Studi Akuntansi (S4) 1 
9 Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (S4) 1 
10 Jurnal Benefita (S4) 1 
11 Jurnal Kajian Akuntansi (S4) 1 
12 Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan (S4) 2 
13 Jurnal Asset: Jurnal akuntansi dan Pendidikan (S4) 1 
14 Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Manajemen Bisnis (S4) 1 












No Publisher Jumlah 
16 Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia  1 
17 Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia  2 
18 Jurnal Akuntansi dan Investasi  3 
19 Media Riset, Akuntansi, Auditing, dan Informasi  1 
20 Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan  1 
21 Accounting Analysis Journal  2 
22 Jurnal Akuntansi dan Bisnis  1 
23 Jurnal ASET: Akuntansi Riset  1 
 Total 34 
Sumber: Hasil olah data 
 
Mapping Based on Research Methods and Research Object  
 Dari 34 jurnal yang kita mapping, sebagian besar metodologi yang digunakan 
adalah metode kuantitatif dengan kuesioner sebagai alat penggalian data. Sementara 
yang menggunakan metode kualitatif hanya 3 artikel yaitu penelitian yang dilakukan 
oleh Husni & Susanti (2018); Prasetyo (2016); Saputra (2017). Penelitian dengan 
pendekatan kualitatif adalah metodologi penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, 
menggambarkan, menjelaskan, menemukan keistimewaan dari pengaruh sosial yang 
tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan dengan pendekatan metodologi 
kuantitatif. Sementara artikel yang menggunakan pendekatan eksperimen hanya satu 
artikel yaitu artikel Cahyonowati & Ratmono (2012). Walaupun beberapa peneliti 
berpendapat bahwa penelitian eksperimen merupakan penelitian yang paling dapat 
diandalkan keilmiahannya karena dilakukan dengan pengontrolan secara ketat terhadap 
varaibel-variabel pengganggu di luar yang dieksperimenkan, namun kurang popular 
untuk metode penelitian di Indonesia. Hal ini karena penelitian ini relative 
membutuhkan waktu yang panjang serta biaya yang besar.  
 
Tabel 2 
Mapping Based on Research Methods 
No Research Methods Jumlah 
1 Kuantitatif 30 
2 Kualitatit 3 
3 Eksperimen 1 
 Total 34 
Sumber: Hasil olah data 
 
 Di Indonesia diberlakukan sistem desentralisasi dengan setiap daerah yang 
terbagi dalam provinsi dan kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk memungut dan 
mengelola pajak dan retribusi daerah. Kewenangan ini diatur dalam Undang-undang 
nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-undang 
tersebut, maka di Indonesia berdasarkan pemungutnya dibedakan antara pajak pusat 
dan pajak daerah. Berdasarkan artikel yang direview objek pajak yang diteliti masih 
didominasi pajak pusat dengan data seperti pada tabel 3. Pajak pusat yang diteliti 
adalah pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPn). Sementara untuk pajak 
daerah yang banyak diteliti adalah pajak restoran, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak 










Mapping Based on Research Object 
No Objek Penelitian Jumlah 
1 Pajak Daerah 5 
2 Pajak Pusat 29 
 Total  34 
 Sumber: Hasil olah data 
 
Mapping Based on Issue Research 
 Berdasarkan hasil mapping terhadap 34 jurnal dengan kurun waktu penelitian 
selama 9 tahun (2010-2019), dalam sebuah artikel dapat mengangkat isu yang lebih 
dari satu. Hal ini bisa dilihat dari begitu bervariasinya variabel independen yang 
digunakan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4, dimana jika berdasarkan isu research 
maka total adalah 42 sementara jumlah jurnal yang di mapping adalah 34, hal ini 
karena dalam satu artikel ada yang mengangkat isu lebih dari satu. Kondisi ini 
menyebabkan pembahasan tidak fokus dan mendalam karena banyaknya variabel 
independen yang diteliti. Yang pada akhirnya berdampak terhadap minimnya 
kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan perumusan 
kebijakan. Isu-isu yang diangkat dalam artikel adalah: 
 
Tabel 4 
Mapping Based on Issue Research 
No Isu Research Jumlah 
1 Issue Economic Crime 10 
2 Issue Motivasional 1 
3 Behaviour Issue 8 
4 Trust and Legitimacy Issues 8 
5 Demographic Issues 1 
6 Justice Issues 5 
7 Other Issue 9 
 Total 42 
Sumber: Hasil olah data 
 
Issue Economic Crime 
Merujuk pada economic crime yang dikembangkan oleh Becker yang 
menghasilkan model ekonomi kepatuhan pajak, intervensi yang paling ampuh untuk 
meningkatkan kepatuhan adalah pertimbangan risiko atau probabilitas deteksi oleh 
otoritas pajak, tingkat hukuman yang terkait dengan perilaku yang bertentangan dengan 
hukum pajak; upaya pencegahan (Castr & Scartascini, 2015) dan tax enforcement 
(Hanlon, et al, 2014). Pemantauan merupakan alat efektif untuk mengendalikan 
kegiatan ilegal, oleh karena itu audit yang lebih ketat direkomendasikan dalam hal apa 
pun (LLisi, 2015). 
Theoretical framework ini memandang wajib pajak adalah makhluk rasional 
yang selalu mempertimbangkan biaya dan manfaat dari setiap perilaku yang diambil 
(Feld & Larsen, 2012); wajib pajak menghadapi tradeoff antara manfaat moneter dari 
penghindaran pajak dan potensi biaya untuk dideteksi dan harus membayar 
penggelapan pajak yang dilakukan ditambah penalti (Castr & Scartascini, 2015).  
Peneliti yang merujuk pada isu ini, memandang kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi 
oleh pertimbangan risiko atau probabilitas deteksi oleh otoritas pajak dan tingkat 
hukuman yang terkait dengan perilaku yang bertentangan dengan hukum pajak seperti 
 




penelitian Trisnawati & Sudirman (2015). 
Trisnawati & Sudirman (2015) menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak 
hiburan di kota Denpasar Bali dengan metode survey.  Jenis pajak ini dipilih karena 
pertimbangan memiliki karakteristik yang sama, dimana wajib pajak merupakan orang 
pribadi atau badan yang memiliki usaha di bidang perhotelan, restoran maupun hiburan 
yang menjadi wajib pungut atas objek pajak atau setiap pelayanan yang telah diberikan 
kepada pelanggan. 
 Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan mempunyai 
hak untuk memungut pajak atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan 
mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajak tersebut kepada 
Pemerintah Daerah. Dinas Pendapatan Kota Denpasar telah menerapkan sistem self 
assessment dalam penetapan pajak hotel, pajak restoran serta pajak hiburan. Dalam 
sistem ini, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri jumlah pajak 
terhutang, yang dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). 
Dalam penerapannya, self assessment system belum berjalan efektif karena wajib pajak 
tidak terbuka terhadap total penjualan yang diterima. Wajib pajak cenderung 
memanfaatkan kepercayaan yang telah diberikan dengan memperkecil jumlah pajak 
yang disetor. Trisnawati & Sudirman (2015) berpendapat bahwa sanksi perpajakan dan 
audit adalah suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. 
Sistem self assessment tidak akan ada artinya bila tidak diikuti dengan tindakan 
pengawasan dalam bentuk pemeriksaan oleh fiskus. Hasil penelitian, menunjukkan 
bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Audit adalah suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan 
wajib pajak baik secara formal dan material. Penelitian lain yang menguji pengaruh 
pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah Wahda et al., (2018); Arifin 
& Syafii, (2019). Penelitian Arifin & Syafii (2019) menunjukkan bahwa pemeriksaan 
pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; sementara hasil penelitian Arifin & 
Syafii (2019) menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu pemeriksaan pajak tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak berpengaruhnya variabel ini dalam 
penelitian Arifin & Syafii (2019) karena rendahnya tingkat persentase pemeriksaan 
yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia sehingga tidak 
menimbulkan efek jera bagi wajib pajak Orang Pribadi yang tidak memenuhi 
kewajiban perpajakannya.  
Penelitian berikutnya yang menggunakan theoretical framework ini adalah 
penelitian Oktaviani et al., (2017) yang menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Penelitian dilakukan di kota Semarang pada objek pajak 
penghasilan dengan menggunakan metode survey. Menurut Oktaviani et al., (2017), 
sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi/ditaati/dituruti atau sanksi perpajakan 
merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi 
perpajakan diterapkan akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak 
sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Pengenaan sanksi 
perpajakan dapat menjadi alasan wajib pajak untuk patuh memenuhi kewajiban 
perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak setuju 
sanksi perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 
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dapat diberlakukan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kecurangan 
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak ditentukan 
berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu 
mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Dengan adanya sanksi pajak maka 
wajib pajak akan memilih untuk melaporkan SPT tepat waktu dan sesuai dengan batas 
waktu yang telah ditetapkan. Penelitian lain yang menguji pengaruh sanksi pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak adalah Alfiyah & Latifah (2017); Akbar & Nuryanto 
(2018); Hendro Subroto (2017); Nasution & Arifin (2017) dan Rahayu (2017). 
Keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian berikutnya dapat dikelompokkan 
berdasarkan isu yang diangkat, yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. 
 
Motivational Issues 
Theoretical framework economic crime ditentang oleh kelompok psikolog 
sosial yang menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, intervensi eksternal berupa 
insentif moneter maupun punishment justru berdampak negatif terhadap tax compliance 
(Carter, Ph, & Health, 2011; Feld & Larsen, 2012; Gangl, et al ,2014; Battiston & 
Gamba ,2016; Filippin, et al ,2002) yang disebut dengan efek crow out. Feld & Frey, 
(2007) menggeneralisasi kondisi tersebut dalam crowding theory yang menyatakan 
bahwa: (1) semua jenis intervensi eksternal dapat berdampak negatif terhadap motivasi 
intrinsik; tidak hanya berupa hadiah tetapi juga perintah, aturan, hukuman dan sanksi; 
(2) motivasi intrinsik dipengaruhi oleh intervensi eksternal; (3) intervensi eksternal 
melemahkan motivasi intrinsik ketika intervensi tersebut dianggap mengganggu oleh 
individu yang bersangkutan (crowding-out effect) dan mereka mempertahankan atau 
meningkatkan motivasi intrinsik ketika intervensi tersebut dianggap mendukung. 
Merujuk pada isu bahwa seseorang membutuhkan motivasi internal dalam 
berperilaku yang dipengaruhi oleh intervensi eksternal, maka beberapa penelitian 
berikut menguji intervensi eksternal berupa insentif, modernisasi administrasi 
perpajakan serta kualitas layanan yang dapat mempermudah pemenuhan kewajiban 
perpajakan. Hendro Subroto (2017) berpendapat bahwa salah satu upaya meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak yaitu memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. 
Prasangka buruk sebagian besar masyarakat terhadap petugas pajak harus dirubah 
menjadi prasangka baik, oleh karena itu pelayanan yang berkualitas harus diciptakan 
dan ditingkatkan. Dengan peningkatan kualitas pelayanan yang prima diharapkan dapat 
meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan, karena masyarakat merasakan 
pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya. Hal serupa disampaikan 
oleh Nasution & Arifin (2017) bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak adalah memberikan pelayanan excellent kepada wajib pajak. Pelayanan 
petugas pajak atau fiskus yang baik kepada wajib pajak akan memberikan rasa nyaman 
dan memberikan kepuasan bagi wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak. Keseluruhan hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas 
layanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Perhitungan kewajiban pajak bukan masalah sederhana. Perubahan aturan 
perpajakan, aturan subyek, objek pajak serta yang dikecualikan, masalah deductible dan 
nondeductible expense, kredit pajak yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan 
terbuka menimbulkan multi interpretasi. Seringkali pelaporan pajak yang diidentifikasi 
sebagai bentuk usaha tax avoidance atau tax evasion kemungkinan hanyalah 
kesalahpahaman Wajib Pajak terhadap interpretasi aturan. Dalam kasus seperti ini, 
 




keputusan pelaporan penghasilan kena pajak oleh Wajib Pajak dapat berubah-ubah. 
Wajib Pajak dapat menanggapi multi interpretasi aturan dengan melaporkan 
penghasilan kena pajak pada tingkat kepatuhan yang paling rendah dan menunggu hasil 
pemeriksaan untuk memberikan interpretasi yang benar. Atau berlaku sebaliknya, 
Wajib Pajak yang menghadapi ketidakpastian tentang penafsiran hukum pajak mungkin 
merespon dengan membayar pajak lebih besar demi menghindari hukuman dan sanksi, 
apalagi jika ada informasi berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kekurangan 
pembayaran pajak akan dikenakan hukuman yang signifikan (Prastiwi, 2019). Oleh 
karena itu kualitas layanan fiskus sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Intervensi eksternal berikutnya yang dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh 
adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Menurut Damayanti & Amah 
(2018) modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan wujud dari berbagai 
program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka 
menengah. Administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang 
dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta 
kewajiban di bidang perpajakan. Modernisasi sistem administrasi bertujuan untuk: (1) 
menyediakan dokumen perpajakan dan informasi mengenai perpajakan dengan baik 
dan lengkap, (2) menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam 
organisasi perpajakan, (3) adanya pengambilan keputusan dan kebijakan mengenai 
pajak dengan baik.  Sementara Marliana et al., (2015) berpendapat bahwa untuk 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak harus terus berupaya 
mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan 
keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan 
melakukan reformasi perpajakan yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi dengan menerapkan sistem e-filling.  
Berdasarkan hasil review, hasil penelitian menunjukkan hasil beragam. 
Penelitian Husni & Susanti (2018) menyatakan bahwa penerapan modernisasi 
administrasi perpajakan berupa e-filling dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) karena memudahkan serta 
efisiensi waktu karena tidak perlu antri; sementara hasil penelitian Damayanti & Amah 
(2018); Akbar & Nuryanto (2018); Marliana et al., (2015); Husni & Susanti (2018); 
Arifin & Syafii (2019) menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berupa 
penerapan e-filling, e-billing maupun e-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Tidak berpengaruhnya variabel modernisasi administrasi perpajakan 
karena minimnya pengetahuan wajib pajak dalam mengoperasikan sistem administrasi 
perpajakan online. Mengoperasionalkan sistem administrasi perpajakan bukan sesuatu 
hal yang mudah, terutama untuk wajib pajak yang belum mengenal sistem teknologi 
digital. Hal ini menyebabkan sekalipun telah disediakan sistem administrasi perpajakan 
online yang diharapkan dapat mempermudah aktivitas pelaporan Surat Pemberitahuan 
Pajak ternyata tidak menunjukkan hasil yang positif.  
Intervensi eksternal yang lain yang diduga kuat dapat meningkatkan motivasi 
wajib pajak untuk patuh adalah kebijakan tax amnesty. Menurut Damayanti & Amah 
(2018) Pengampunan pajak (Tax Amnesty) merupakan bentuk penghapusan pajak yang 
seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di 
bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. 
Tujuan pengampunan pajak untuk mampu mempercepat pertumbuhan dan 
restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, mendorong reformasi perpajakan 
menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan 
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yang lebih valid dan komprehensif.  Pelaksanaan Tax Amnesty berdasarkan Ketentuan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan 
Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tax Amnesty berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak.  
 
Behavioral Issues 
 Kepatuhan merupakan perilaku wajib pajak untuk memenuhi ketentuan 
perundang-undangan dalam bentuk membayar pajak dalam jumlah yang tepat serta 
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam waktu yang tepat. Merujuk 
pada teori psikologi sosial Theory Planned of Behavior (TPB), kepatuhan pajak 
ditentukan oleh Intention for tax compliance. Intention dibentuk oleh sikap positif, 
norma subyektif dan perceived behavior control (Gopi & Ramayah, 2007). Intention 
(niat) adalah elemen kunci yang ada dalam diri seseorang sebelum dia bertindak. 
Dengan kata lain, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang, seperti norma 
dan sikap subyektif, bekerja melalui niat. Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa 
keputusan seseorang untuk benar-benar (secara sukarela) bertindak (atau tidak 
bertindak) ditentukan oleh niat seseorang untuk bertindak (atau tidak bertindak). Niat 
diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku. Niat 
menunjukkan seberapa keras individu mau mencoba atau berapa banyak usaha yang 
akan mereka lakukan untuk melakukan perilaku (Ajzen, 1991). 
Peneliti yang mendukung factor psykologi berpendapat bahwa Wajib Pajak 
patuh karena adanya sikap positif terhadap perpajakan, adanya dorongan dari orang-
orang yang dianggap penting serta memiliki kontrol terhadap perilaku, seperti 
pengetahuan pajak yang memadai, tersedia waktu dan dana untuk membayar pajak. 
Sehingga faktor-faktor seperti norma social (Lai, Yang, & Chang, 2003), tax morale (B 
Torgler, 2003), pressure social (Battiston & Gamba, 2016), perception of fairness 
(Jimenez & Iyer, 2016); pengetahuan subyektif tentang undang-undang perpajakan, 
sikap terhadap sistem politik dan perpajakan, norma pribadi dan sosial (Kirchler, et al 
2014), nilai-nilai social (Bergman, 2002) mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib 
pajak.  
Peneliti yang merujuk pada isu ini, memandang kepatuhan Wajib Pajak 
dipengaruhi oleh sikap, norma subyektif dan perceived behavior control. Ajzen (1991) 
mendefinisikan sikap sebagai tingkat di mana seorang individu memiliki evaluasi yang 
baik atau buruk pada perilaku tertentu. Salah satu faktor yang menentukan sikap adalah 
keyakinan perilaku, yang melibatkan evaluasi konsekuensi atau hasil dari perilaku 
tertentu (Ajzen & Fishbein, 1980). Sikap merupakan hasil pertimbangan kepercayaan 
tentang untung ruginya perilaku tersebut (outcome of behavior) serta kepercayaan 
konsekuensi (hasil) yang terjadi. Salah satu pembentuk sikap adalah adanya 
pengetahuan perpajakan yang memadai. Dengan informasi yang memadai, wajib pajak 
dapat memutuskan untuk patuh atau tidak patuh. Trisnawati & Sudirman (2015) 
berpendapat bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk 
menumbuhkan perilaku patuh karena wajib pajak akan tidak patuh apabila mereka tidak 
mengetahui peraturan perpajakan. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang 
baik, akan memiliki persepsi positif terhadap sistem pajak yang berakibat tingkat 
kepatuhan pajak lebih tinggi. Trisnawati & Sudirman (2015) berpendapat wajib pajak 
yang mempunyai pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi yang positif terhadap 
sistem pajak yang berakibat tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi. Sementara Hendro 
Subroto (2017) berpendapat bahwa pemahaman sistem perpajakan yang dimiliki wajib 
 




pajak sangat penting karena dengan pemahaman tersebut akan meningkatkan kesadaran 
wajib pajak. Kesadaran pajak adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan 
kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib 
pajak berkonsekuensi logis terhadap kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana 
untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan 
tepat jumlah. Subarkah & Dewi (2017) berpendapat bahwa apabila wajib pajak 
memiliki pemahaman terhadap pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), 
menghitung pajak dengan benar, menyetor pajak dengan benar seta melaporkan pajak 
dengan benar maka segala ketentuan perpajakan dapat dilakukan oleh wajib pajak. 
Hasil penelitian artikel yang direview menunjukkan bahwa pengetahuan tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan, atau berpengaruh namun melalui kesadaran wajib 
pajak.  Sesuai dengan Theory Planned of Behavior bahwa pengetahuan harus 
diinternalisasi sehingga menimbulkan niat untuk berperilaku patuh.  
Peneliti lain yang mengangkat isu perilaku adalah dengan menguji pengaruh 
kewajiban moral serta norma sosial terhadap kepatuhan wajib pajak.  Norma subyektif 
mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan diberikan pada individu untuk bertindak 
atau tidak bertindak (Lohmann & Albarracin, 2018) serta motivasi seseorang untuk 
mengikuti orang yang dianggap penting tersebut (Ajzen, 1991). Keyakinan yang 
mendasari norma subyektif disebut sebagai keyakinan normatif. Keyakinan normatif 
dipengaruhi oleh keyakinan seseorang terhadap rujukan orang lain atau kelompok 
rujukan. Ini berarti bahwa seseorang mencoba melakukan suatu tindakan ketika dia 
percaya bahwa orang lain berpikir penting bagi mereka untuk melakukan tindakan 
tersebut. Hasil penelitian Herman et al. (2019) menunjukkan bahwa norma sosial tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena norma sosial 
yang berkembang di lokasi penelitian belum mendukung kepatuhan pajak.  
 
Trust and Legitimacy Issues 
Pajak dapat dilihat sebagai harga yang dibayarkan oleh Wajib Pajak atas 
tindakan positif pemerintah. Artinya, wajib pajak menitipkan uang pajak kepada 
pemerintah dengan harapan memperoleh manfaat dari pembayaran pajak tersebut. 
Kepercayaan terbentuk saat terdapat persepsi bahwa otoritas pajak bekerja dengan baik 
untuk kepentingan dan kebaikan bersama (Kirchler et al., 2008). Kepercayaan tidak 
bisa dibentuk secara instan, namun melalui proses yang panjang. Menurut Mayer, 
Davis, & Schoorman (1995) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kepercayaan, 
yaitu Ability; Benevolence (niat baik); Integrity. Wajib pajak percaya terhadap 
pemerintah karena orang tersebut memiliki ability di beberapa bidang teknis sehingga 
dipercaya untuk melaksanakan tugas-tugas terkait. Benevolence (niat baik) adalah 
sejauh mana seseorang yang dipercayai (trustee) dipercaya ingin melakukan sesuatu 
dengan baik untuk pemberi kepercayaan (trustor), selain karena motif keuntungan 
egosentris. Integrity berkaitan dengan konsistensi tindakan masa lalu, komunikasi yang 
kredibel (trustee) dari pihak lain dan kepercayaan bahwa tindakan orang yang 
dipercayai (trustee) sesuai dengan kata-katanya. Untuk meningkatkan kepercayaan 
wajib pajak, Direktorat jenderal pajak yang dalam hal ini sebagai instansi pemungut 
pajak dalam proses layanan atau hubungan sosial harus mampu menunjukkan 
kemampuannya untuk menyelesaikan semua permasalahan perpajakan wajib pajak, 
menunjukkan niat baik membantu wajib pajak serta memiliki tingkat integritas yang 
baik. 
Kepercayaan terhadap sistem perpajakan sebenarnya tidak hanya dibentuk dari 
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kepuasan terhadap hasil pembayaran pajak, namun juga dibentuk dari keadilan 
prosedur perumusan aturan perpajakan (keadilan prosedural) dan aturan sosial yang 
lain serta keadilan layanan (keadilan transaksional) yang dirasakan oleh wajib pajak. 
Jika pemerintah mencoba untuk membentuk kepercayaan dengan menjalankan 
fungsinya dengan baik, maka dapat meningkatkan motivasi intrinsik Wajib Pajak. 
Lebih jauh lagi, ketika Wajib Pajak puas dengan pelayanan yang diterima, maka 
kerjasama sosial Wajib Pajak dapat ditingkatkan. Kepercayaan pada pejabat publik 
cenderung meningkatkan sikap positif dan komitmen wajib pajak terhadap sistem pajak 
dan pembayaran pajak, yang akhirnya berdampak positif pada kepatuhan pajak. Selama 
orang percaya bahwa aturan pajak itu adil, Wajib Pajak akan lebih bersedia membayar 
pajak.  
Namun untuk beberapa kasus, peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya melalui 
peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah, khususnya untuk wajib pajak yang 
berorientasi pada prestasi dan termotivasi oleh pentingnya memaksimalkan outcome 
personal. Bagi individu ini, pajak akan dinikmati oleh publik dan menguntungkan 
orang lain, namun justru merugikan dirinya karena mengurangi tingkat kesejahteraan. 
Individu dengan karakteristik individualisme tinggi akan menilai perpajakan 
tidak/kurang adil. Upaya pencegahan, pengawasan, hukuman dan saksi merupakan 
treatment yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan pajak.   
Kirchler et al., (2008) mengintegrasikan pendekatan social psikology tax models 
tersebut dalam Slippery Slope Framework model. Selain faktor ekonomi eksogen, 
seperti pendapatan, tingkat pajak, probabilitas audit, dan tingkat denda, variabel 
individu dan sosial juga berkembang ke dalam kerangka kerja, mendorong dua 
kerangka utama yaitu dimensi kepercayaan pada pihak berwenang dan kekuasaan 
otoritas. Menurut kerangka tersebut, pembayaran pajak dapat ditingkatkan dengan 
menggunakan dua jalur yaitu meningkatkan kepercayaan pada otoritas pajak dan/atau 
meningkatkan kekuatan pencegahan otoritas pajak. Kerangka Slippery Slope 
Framework terdiri dari tiga dimensi: kepercayaan pada otoritas,  kewenangan pajak, 
dan pembayaran pajak, dimana jika ketiga dimensi ini berinteraksi akan menghasilkan 
kondisi yang berbeda yang digambarkan dalam gambar 3.  
Kepatuhan pajak diasumsikan ditentukan oleh kekuatan otoritas dan 
kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas tersebut. Dua dimensi ini, dan interaksi 
mereka, menentukan apakah warga negara patuh secara terpaksa atau secara sukarela. 
Dimensi kekuasaan mewakili persepsi warga tentang potensi otoritas untuk mendeteksi 
dan menghukum penggelapan pajak. Kekuasaan dianggap tinggi jika audit sering dan 
efektif dan denda dianggap berat. Kepercayaan pada otoritas berasal dari kepercayaan 
warga negara akan kebajikan otoritas pajak, orientasi layanan, dan keterlibatan 
profesional untuk perusahaan, dan diasumsikan dipengaruhi terutama oleh variabel 



























Slippery Slope Framework 
Sumber: Kirchler, et al (2014) 
 
Slippery Slope Framework mengusulkan bahwa kepatuhan pajak dapat dicapai 
dengan mengambil tindakan meningkatkan daya dan membangun kepercayaan. 
Langkah-langkah kekuasaan dan membangun kepercayaan diasumsikan untuk 
merangsang berbagai motivasi untuk membayar pajak. Tindakan kekuasaan dengan 
kontrol dan hukuman menghasilkan kepatuhan yang dipaksakan, sedangkan tindakan 
membangun kepercayaan mengarah pada kepatuhan sukarela. Meskipun kepatuhan 
yang dipaksakan dan sukarela dapat menghasilkan jumlah pajak yang dibayarkan sama, 
namun terdapat perbedaan pada relevansi praktis yang kuat. Pertama, untuk 
memastikan kepatuhan yang dipaksakan membutuhkan langkah-langkah audit yang 
lebih mahal dibandingkan dengan kepatuhan sukarela. Kedua, kepatuhan yang 
dipaksakan dan sukarela memerlukan strategi regulasi yang berbeda (regulasi 
responsive vs regulasi otoriter). Namun, kekuasaan dan kepercayaan juga dianggap 
saling mempengaruhi. Hal ini terjadi pada kasus ketika warga negara yang memiliki 
kepercayaan tinggi menjadi wisherblower sehingga membantu meningkatkan kekuatan 
pihak berwenang, atau ketika tindakan kekuasaan berlebihan, seperti audit dan denda 
yang keras, dianggap sebagai sinyal ketidakpercayaan. 
Jika pendekatan Trust dan Legitimasi Procedure yang digunakan untuk 
mengembangkan sistem perpajakan, maka sistem yang dikembangkan 
mengkombinasikan antara membangun kepercayaan wajib pajak untuk mewujudkan 
kepatuhan sukarela serta praktik pengawasan untuk mewujudkan kepatuhan yang 
dipaksakan. Infrastruktur pajak tradisional berupa hukum, pemeriksaan, hukuman, 
penagihan utang, dan kasus pengadilan dilengkapi dengan langkah-langkah yang 
mendorong komitmen wajib pajak untuk membayar pajak dengan atau tanpa 
pengawasan otoritas pajak. (Braithwaite, 2002).  
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Jika kepercayaan dan kekuasaan pada tingkat minimum, maka pembayaran 
pajak dianggap rendah. Wajib Pajak bertindak egois dengan memaksimalkan 
keuntungan mereka dengan melakukan penghindaran/penggelapan pajak. Jika 
kewenangan otoritas meningkat maka peluang Wajib Pajak untuk melakukan 
penghindaran atau penggelapan pajak lebih kecil karena peningkatan sanksi dan 
hukuman atau penambahan jumlah pemeriksa pajak sebagai manifestasi peningkatan 
kewenangan otoritas yang membuat masyarakat takut pada konsekuensi hukum ketika 
melakukan penggelapan pajak. Dalam kondisi ini tercipta peningkatan kepatuhan pajak 
walaupun bersifat paksaan dan sementara. Pada kondisi tersebut dapat juga muncul 
persepsi lain dari masyarakat bahwa peningkatan kewenangan otoritas pajak 
merupakan sinyal rasa tidak percaya pemerintah. Wajib Pajak akan merasa bahwa 
kerelaannya dalam membayar pajak tidak mendapat apresiasi dari pemerintah. Hal ini 
menimbulkan rasa ketidakadilan karena seringkali Wajib Pajak patuh yang diperiksa 
sedangkan Wajib Pajak yang tidak patuh mungkin tidak tersentuh pemeriksaaan. 
Peningkatan kewenangan dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan memaksa serta 
membuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas akan menurun.  
Sebaliknya, kepercayaan yang tinggi menghasilkan kepatuhan sukarela 
tertinggi, tidak bergantung pada kekuasaan. Sedangkan kombinasi kepercayaan rendah 
dan kewenangan tinggi menunjukkan kepatuhan sukarela yang paling rendah, sehingga 
pemerintah harus berusaha mendapatkan kepercayaan warganya dengan menekankan 
prosedur yang adil (misalnya, partisipasi warga negara dalam undang-undang) atau 
dengan pendekatan yang ramah dan layanan yang berorientasi pada Wajib Pajak 
(misalnya, menawarkan bantuan dalam mengisi formulir dengan benar). Sebagai 
gantinya, warga yang percaya secara sukarela akan patuh dan tidak melakukan 
penghindaran walau deteksi tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, meningkatkan 
kepercayaan warga terhadap otoritas akan memaksimalkan pembayaran pajak dan pada 
akhirnya berdampak terhadap pendapatan publik. Hasil review menunjukkan bahwa 
kepercayaan memediasi pengaruh keadilan prosedural dan kewajiban moral terhadap 
voluntary compliance (Hakim et al., 2017) dan kepercayaan berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak (Abadan & Baridwan, 2014). 
 
Demographic Issues 
 Variabel demografi meliputi usia, gender, pendidikan; noncompliance 
opportunity terdiri income level, income source, occupation. Dari artikel yang direview, 
variabel yang diuji adalah kondisi keuangan. Abadan & Baridwan (2014) berpendapat 
bahwa semakin baik kondisi keuangan maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar. 
Hal ini mendorong wajib pajak untuk berusaha meminimalkan jumlah pajak terutang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap 
kepatuhan pajak.  
 
Justice Issues 
Pajak merupakan hubungan transaksional antara wajib pajak dan pemerintah. 
Menurut Aristoteles, bentuk keadilan yang lebih khusus yang asasi bagi komunitas sipil 
harus mempergunakan alokasi keuntungan secara berimbang untuk imbalan-imbalan 
bagi mereka yang adil. Keadilan merupakan jalan tengah dari segala tuntutan rasio 
yang individualistis agar interaksi dan transaksi dapat tetap dilanggengkan (Prastiwi & 
Agustia, 2009). Sedangkan menurut Tyler (1989) berpendapat bahwa siapapun ingin 
mendapatkan perlakuan yang adil sebagai anggota kelompok, karena perlakuan yang 
 




adil menunjukkan pengakuan atas keanggotaan mereka dan status mereka dalam suatu 
komunitas. Herman et al., (2019) berpendapat bahwa penerapan perlakuan perpajakan 
yang adil terhadap Wajib Pajak mendorong kepatuhan karena hal tersebut menciptakan 
persaingan yang sehat dalam dunia usaha. Sebaliknya perlakukan perpajakan yang 
diskriminasi justru mengakibatkan rendahnya kepatuhan. Zemiyanti (2017) 
berpendapat bahwa system perpajakan yang adil dapat meningkatkan kepercayaan 
wajib pajak sehingga mendorong kepatuhan.  
Secara lebih spesifik, keadilan tidak hanya berkenaan dengan distribusi  hasil 
(outcome) tetapi juga bagaimana distribusi tersebut didatangkan dan dengan apa ia 
diimplementasikan. Pertimbangan keadilan menyiratkan perbandingan kontribusi dan 
manfaat, serta perbandingan bagaimana perasaan seseorang diperlakukan relatif 
terhadap yang lain. Keadilan mempunyai tiga dimensi yakni (1) keadilan distributif 
(distributive justice) yang berkenaan dengan decision outcomes, (2) keadilan prosedural 
(procedural justice) yang berkaitan dengan prosedur pengambilan keputusan dan (3) 
keadilan interaksional (interactional justice) yang berkenaan dengan perilaku 
interpersonal dalam pembuatan prosedur dan penyampaian outcome. 
Keadilan distributif (beban pajak relatif dan manfaat dari barang publik), 
keadilan prosedural, dan keadilan retributif dipastikan memiliki hubungan yang kuat 
dengan kepatuhan (Kirchler, 2007). Namun, seperti dalam kasus norma sosial, 
pertimbangan keadilan tidak selalu relevan dengan kepatuhan. Misalnya, kepercayaan 
pada otoritas diidentifikasi sebagai dampak persepsi keadilan prosedural. Jika wajib 
pajak tidak mempercayai otoritas, maka  prosedur yang diterapkan dievaluasi dengan 
kecurigaan ekstra. Disisi lain, jika pihak berwenang dianggap dapat dipercaya, wajib 
pajak akan melihat segala aktivitas pemerintah melalui kacamata yang positif (van 
Dijke & Verboon, 2010). Berdasarkan hasil review menunjukkan bahwa persepsi 
keadilan terhadap system perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  
 
Other Issues 
 Isu lain yang diangkat oleh artikel yang peneliti review adalah good 
governance, whistleblowing. Siringoringo (2017) berpendapat bahwa upaya nyata yang 
harus dilakukan untuk mewujudkan transparansi adalah melalui gerakan reformasi 
birokrasi dalam sistem pelayanan dan administrasi perpajakan melalui penerapan dan 
pelaksanaan Good Governance. Good governance merupakan tata kelola organisasi 
yang menjalankan prisip-prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat 
dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Good governance 
menggambarkan kondisi penyelenggaraan aktivitas organisasi dengan menjalankan 
aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Selain penerapan 
dan pelaksanaan Good Governance, juga perlu diterapkan system pengawasan yang 
lebih baik, yaitu dengan penerapan Whistle Blowing System yang mulai diterapkan pada 
tahun 2012 dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-
11/PJ/2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Governance tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara Whistle Blowing System berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak.  
 
Mapping Based on Theories in Taxpayer Compliance Research. 
Hasil mapping berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian kepatuhan 
pajak terhadap 34 jurnal, diperoleh hasil bahwa tidak semua artikel mencantumkan 
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teori yang digunakan sebagai dasar pengembangan hipotesis dan pembahasan. Berikut 
hasil mapping berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian kepatuhan pajak:  
 
Tabel 5 
Mapping Based on Theories in Taxpayer Compliance Research 
No Isu Research Jumlah 
1 Attribusi Theory 2 
2 Detterence Theory 2 
3 Theory Planned of Behaviour 4 
4 Slippery Slope Framework 4 
5 Hipotesis Biaya Politik 1 
6 Agency Theory 1 
7 Goal Setting Theory 1 
8 Fairness Heuristic Theory 1 
9 Tidak mencantumkan Theory 22 
 Total 38 
Sumber : Hasil olah data 
 
Artikel penelitian perpajakan dalam jurnal yang di mapping, sebanyak 22 artikel 
tidak mencantumkan teori sebagai dasar pengembangan hipotesis dan pembahasan. 
Namun juga terdapat artikel yang menggunakan lebih dari satu teori, seperti penelitian 
dengan judul “Pengaruh kebijakan sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi” yang menggunakan atribusi theory dan 
Theory Planned of Behaviour (TPB). Hal yang sama juga pada artikel “determinan 
perencanaan pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak badan” yang menggunakan 
deterrence theory, hipotesis biaya politik, agency theory, TPB. Demikian juga pada 
artikel “keadilan prosedur dan kepercayaan Wajib Pajak terhadap otoritas pajak: 
Analisis Mediasi Kepatuhan pajak” menggunakan fairness heuristic theory dan slippery 
slope framework.  
 
Theory Planned of Behavior  
Theory of Planned Behavior merupakan penyempurnaan dari TRA, yang 
dirancang untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia yang tidak dalam 
kontrol individu (Ajzen, 1991). Menurut TPB, tindakan individu dituntun oleh tiga 
pertimbangan yaitu: keyakinan tentang kemungkinan hasil perilaku dan evaluasi hasil 
(keyakinan perilaku), keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi 
untuk mematuhi harapan (keyakinan normatif), dan keyakinan tentang keberadaan 
faktor-faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat kinerja perilaku dan kekuatan 
yang dirasakan dari faktor-faktor ini (kontrol kepercayaan). Keyakinan perilaku 
menghasilkan sikap yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap perilaku; 
kepercayaan normatif menghasilkan tekanan sosial yang dirasakan atau norma 
subyektif; dan kontrol keyakinan menimbulkan kontrol perilaku yang dirasakan. 
Kombinasi, sikap terhadap perilaku, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku 
mengarah pada pembentukan niat perilaku (Ajzen, 2006).  
Niat merupakan anteseden atau penentu langsung perilaku dimoderasi oleh 
kontrol kehendak. Artinya, orang diasumsikan berperilaku sesuai dengan niat mereka 
sejauh mereka mampu melakukannya (Tornikoski, 2019). Semakin menguntungkan 
sikap dan norma subyektif, dan semakin besar kontrol yang dirasakan, semakin kuat 
niat orang tersebut untuk melakukan sebuah perilaku. Akhirnya, dengan tingkat kontrol 
aktual yang cukup atas perilaku, orang diharapkan melaksanakan niat ketika ada 
 




kesempatan. Namun, karena banyak perilaku yang dalam pelaksanaannya terdapat 
kendala yang dapat membatasi kontrol atas kehendak, maka penting untuk 
mempertimbangkan kontrol perilaku yang dirasakan selain niat (Ajzen, 2006).  
Variabel Perceived behavior control yang ditambahkan dalam model TRA 
ditentukan oleh keyakinan kontrol tentang: 1) ada tidaknya fasilitator dan hambatan 
terhadap kinerja perilaku yang diukur oleh kekuatan yang dirasakan atau dampak dari 
masing-masing faktor kontrol untuk memfasilitasi atau menghambat perilaku (Glanz, 
Rimer, & Viswanath, 2008); 2) persepsi kemudahan atau kesulitan untuk melakukan 
suatu perilaku (Gelderen, 2015); 3) pengalaman masa lalu dan sebagian melalui 
pertukaran informasi oleh keluarga, teman-teman (Mohd & Lai, 2014). Dimasukkannya 
perceived behavior control didasarkan pada pemikiran bahwa perilaku ditentukan 
bersama oleh motivasi (niat) dan kemampuan (kontrol perilaku). Persepsi seseorang 
terhadap kontrol atas kinerja perilaku bersama dengan niat diharapkan memiliki efek 
langsung pada perilaku terutama ketika perceived behavior control adalah control 
actual atas perilaku. Jika sikap dan norma subyektif konstan, maka persepsi seseorang 
tentang kemudahan atau kesulitan untuk melakukan perilaku akan mempengaruhi niat 
perilaku. Ketika efek perceived behavior control menurun, maka niat menjadi prediktor 
perilaku yang paling kuat. Sehingga perceived behavior control diharapkan 
memoderasi pengaruh niat pada perilaku. Teori ini telah banyak digunakan untuk 
menjelaskan perilaku di luar kontrol kehendak individu. Teori dapat digunakan untuk 
menjelaskan perilaku kepatuhan pajak yang disebabkan oleh banyak hal di luar kontrol 
kehendak wajib pajak.    
 
Atribusi Theory 
Atribusi Theory menjelaskan faktor penyebab perilaku (Birnberg et al., 2006). 
Perilaku disebabkan atau didorong oleh faktor internal (kemampuan, usaha) atau faktor 
eksternal (kesulitan tugas, keberuntungan) Banyak penelitian telah menemukan bahwa 
perilaku seseorang lebih didorong oleh penyebab eksternal, sementara orang lain lebih 
didorong oleh penyebab internal. Teori ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian 
variabel pendorong kepatuhan baik internal maupun eksternal.  
 
Slippery Slope Framework 
 Kirchler et al.,(2008) mengintegrasikan pendekatan social psikology tax models 
dalam Slippery Slope Framework model. Selain faktor ekonomi eksogen, seperti 
pendapatan, tingkat pajak, probabilitas audit, dan tingkat denda, variabel individu dan 
sosial juga berkembang ke dalam kerangka kerja, mendorong dua kerangka utama yaitu 
dimensi kepercayaan pada pihak berwenang dan kekuasaan otoritas. Menurut kerangka 
tersebut, pembayaran pajak dapat ditingkatkan dengan menggunakan dua jalur: 
meningkatkan kepercayaan pada otoritas pajak dan/atau dengan meningkatkan 
kekuatan pencegahan otoritas pajak. Kerangka Slippery Slope Framework terdiri dari 
tiga dimensi: kepercayaan pada otoritas, kewenangan pajak, dan pembayaran pajak, 
dimana jika ketiga dimensi ini berinteraksi akan menghasilkan kondisi yang berbeda. 
 
Celah Penelitian Di Masa Mendatang 
Berdasarkan artikel yang direview, sebagian besar peneliti mengangkat isu 
economic crime, dimana wajib pajak merupakan makhluk rasional yang akan selalu 
mengevaluasi cost dan benefit atas pajak yang dibayarkan. Sementara isu lain masih 
jarang diangkat dalam penelitian kepatuhan di Indonesia. Temuan terbaru research di 
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luar negeri justru menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 
dengan prosedur otoriter berdampak terhadap tingginya tax collecting cost, selain itu 
menurut Bobek & Hatfield (2003) berdasarkan hasil audit dan tingkat penalti saat ini, 
tingkat kepatuhan jauh lebih tinggi daripada prediksi kepatuhan model ekonomi 
tradisional.  Ketika otoritas pajak meningkatkan upaya penegakan kepatuhan pajak 
dengan ancaman, hukuman dan sanksi, justru menurunkan kepatuhan sukarela dan 
meningkatkan ketidakjujuran karena lingkungan yang tumbuh adalah rasa saling 
curiga. Sehingga perlu pendekatan lain dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan 
kepatuhan pajak.  
Fischer Model mengidentifikasi 14 faktor yang berpengaruh terhadap 
kepatuhan pajak.  Faktor-faktor ini dikategorikan dalam 4 kelompok, yaitu: demografi, 
noncompliance opportunity, sikap dan persepsi, dan system/struktur perpajakan (Chau 
& Leung, 2009). Demografi terdiri dari usia, gender, pendidikan; noncompliance 
opportunity terdiri income level, income source, occupation; sikap dan persepsi terdiri 
dari fairness of tax system, peer influence; system/struktur perpajakan terdiri dari 
Complexity of the tax system, Probability of Detection and Penalties, Tax Rates. 
Menambahkan konstruk budaya dalam Fischer Model karena secara empiris 
membuktikan bahwa wajib pajak AS sebagai individualis yang menggunakan tingkat 
penalaran moral yang lebih tinggi sehingga berpersepsi lebih positif terhadap sistem 
pajak dan cenderung lebih patuh; sebaliknya wajib pajak Hongkong memiliki tingkat 
moral yang lebih rendah dan sikap yang kurang menguntungkan terhadap sistem 
perpajakan akibatnya tingkat kepatuhannya lebih rendah (Chan, Troutman, & Bryan, 
2000). Sehingga ditambahkan satu konstruk dalam Fischer Model yaitu culture yang 
terdiri dari Social norms, Ethical values.   
Chau & Leung (2009) melanjutkan penelitian Chan dan menyarankan perbaikan 
parsial pada Fischer Model dengan memasukkan faktor budaya dan efek interaksi 
antara peluang ketidakpatuhan dan system/struktur pajak pada kepatuhan pajak. Efek 
interaksi ini dengan menggunakan tingkat pendapatan dan tarif pajak. Pengembangan 
Fischer Model digambarkan di gambar 5. Selanjutnya, di dalam penelitiannya, 
Alabede, (2011) mengusulkan model kepatuhan pajak diperluas dengan mencakup 
kualitas layanan pajak dan kualitas tata kelola publik, kondisi keuangan pribadi dan 
preferensi risiko Wajib Pajak dimasukkan ke dalam model sebagai faktor moderasi. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagaimana yang 
disampaikan oleh Fischer merupakan peluang topik research yang dapat dikembangkan 
di Indonesia.  
 




Variabel demografi : Usia, 








deteksi, sanksi dan tarif 
Perilaku Kepatuhan wajib 
pajak
Variabel Budaya: Norma 
sosial, nilai-nilai etika
Sikap dan persepsi : 





Pengembangan Fischers Model 
Sumber: Chau & Leung (2009) 
 
Selain menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sebagaimana 
yang disampaikan oleh Fischer, peluang research berikutnya adalah menguji berbagai 
faktor kepatuhan pajak pada kelompok tipologi wajib pajak yang berbeda-beda. 
Misalkan menguji variabel yang sama pada tipologi wajib pajak yang berbeda 
(Compliers, identifiers, dan internalizer). Hasil ini akan memberikan kontribusi kepada 
Dirjen Pajak untuk merumuskan treatment yang disesuaikan dengan tipologi wajib 
pajak dalam meningkatkan kepatuhan.  
Peluang berikutnya, menggunakan referensi teori yang lain dalam penelitian 
kepatuhan pajak seperti Organizational Justice Theory, Expectancy Theory, Social 
Identity Theory, dan Crowding theory.  Organizational Justice Theory mengasumsikan 
bahwa orang-orang peduli dengan dua jenis keadilan yaitu distributif dan prosedural 
(Birnberg, et al., 2006). Kepercayaan individu tentang keadilan distributif terkait 
dengan distribusi hasil antara mereka dan orang lain yang relevan. Keadilan prosedural 
mengacu pada keadilan proses dalam menghasilkan output. Individu umumnya 
menganggap proses lebih adil ketika mereka memiliki suara (kemampuan untuk 
mengekspresikan pendapat mereka tentang suatu keputusan). Jika mereka percaya 
prosedurnya adil, maka mereka akan percaya bahwa hasilnya juga adil. Jika mereka 
percaya prosesnya tidak adil, maka mereka akan mengurangi input mereka atau 
keterlibatan mereka dalam menciptakan keadilan. Teori ini dapat digunakan sebagai 
dasar penelitian kepatuhan pajak yang mengangkat isu keadilan.  
Expectancy Theory mengasumsikan bahwa individu memilih tindakan yang 
dimaksudkan, tingkat upaya, dan pekerjaan yang memaksimalkan kesenangan yang 
diharapkan dan meminimalkan rasa sakit yang diharapkan (Birnberg, et al., 2006). 
Teori ini mengasumsikan bahwa seseorang berperilaku untuk meminimalkan risiko dan 
rasa tidak nyaman yang diharapkan. Teori ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian 
kepatuhan pajak yang mengangkat isu economic crime, dimana wajib pajak akan selalu 
melakukan analisis cost dan benefit dari tindakan yang diambil, seperti variabel yang 
berkaitan dengan sanksi dan denda perpajakan.  
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Social Identity Theory mengasumsikan bahwa individu membagi dunia sosial 
mereka ke dalam kelompok (Birnberg et al., 2006). Mereka memperoleh harga diri dari 
identitas sosial sebagai anggota kelompok, dan konsep diri mereka tergantung pada 
bagaimana mereka mengevaluasi kelompok mereka relatif terhadap kelompok lain. 
Identitas sosial muncul dari proses kategorisasi diri di mana individu mengelompokkan 
diri dengan orang lain berdasarkan kesamaan. Identifikasi sosial dengan suatu 
kelompok mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan anggota kelompok 
yang lain, menafsirkan informasi tentang kelompok tersebut, dan membuat keputusan 
yang memengaruhi kelompok tersebut. Selain itu, semakin individu mengidentifikasi 
secara sosial dengan suatu kelompok, semakin mereka memfokuskan upaya mereka 
pada hasil kelompok daripada hasil mereka sendiri dan semakin besar kemungkinan 
mereka untuk meningkatkan kontribusi barang publik mereka ke kelompok dan 
berperilaku lebih kooperatif ketika dihadapkan dengan dilema social. Teori ini dapat 
digunakan sebagai dasar penelitian kepatuhan pajak yang mengangkat isu pajak sebagai 
kewajiban warga Negara sebagai anggota kelompok.  
Teori Motivasi Crowding theory mencoba menengahi model ekonomi standar 
dan teori psikologis dengan menetapkan interaksi sistematis antara motivasi ekstrinsik 
dan intrinsik. Penelitian Frey & Jegen (2001) menyatakan bahwa dalam kondisi 
tertentu, penghargaan moneter (eksternal) justru melemahkan motivasi intrinsik. 
Memberikan imbalan untuk melakukan suatu kegiatan memiliki konsekuensi negatif 
tidak langsung, jika motivasi intrinsik dianggap sesuatu yang penting. Efek ini disebut 
dengan The Hidden Cost of Reward. Efek crowding-out merupakan anomaly terpenting 
di bidang ekonomi, karena menunjukkan kebalikan dari "hukum" ekonomi 
fundamental. Kelompok psikolog sosial kognitif mengidentifikasi bahwa secara khusus 
penghargaan moneter (eksternal) melemahkan motivasi intrinsik. Pemberian 
penghargaan untuk melakukan suatu kegiatan memiliki konsekuensi negatif tidak 
langsung. Harapan imbalan masa depan menyebabkan seseorang berperilaku seperti 
yang diinginkan jika ada imbalan yang diberikan.  
Feld & Frey, (2007) menggeneralisasi ide tersebut dalam tiga cara: (1) semua 
jenis intervensi eksternal dapat berdampak negatif terhadap motivasi intrinsik; tidak 
hanya berupa hadiah tetapi juga perintah, aturan, sanksi dan hukuman. Sehingga usaha 
pencegahan petugas pajak dapat merusak kesediaan intrinsik individu untuk mematuhi 
undang-undang perpajakan; (2) motivasi intrinsik dipengaruhi oleh intervensi eksternal; 
(3) intervensi eksternal melemahkan motivasi intrinsik ketika mereka dianggap 
mengganggu oleh individu yang bersangkutan (crowding-out effect) dan mereka 
mempertahankan atau meningkatkan motivasi intrinsik ketika mereka dianggap 
mendukung. Efek Crowding berpotensi relevan di berbagai bidang perilaku individu 
dalam ekonomi, termasuk dalam perilaku perpajakan. Sanksi, denda ataupun insentif 
pajak tidak selamanya menjadi faktor penyebab kepatuhan Wajib Pajak. Kebijakan 
sanksi, denda dan insentif pajak justru kemungkinan berdampak negatif terhadap upaya 
untuk menciptakan kepatuhan sukarela. Kebijakan pajak harus mempertimbangkan 
apakah sanksi, denda dan insentif pajak mengesampingkan rasa tanggungjawab sebagai 
warga Negara. Karena adanya batasan batasan pada insentif ekstrinsik maka 
pemerintah memerlukan relasional atau “kontrak psikologis” untuk melanggengkan 









SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
Simpulan 
Berdasarkan hasil review, kami temukan: pertama, research tentang kepatuhan 
pajak konsisten di teliti di Indonesia, yang dibuktikan setiap tahun terdapat artikel yang 
membahas tentang kepatuhan pajak. Kedua, objek penelitian kepatuhan pajak di 
Indonesia mayoritas adalah pajak pusat (pajak penghasilan) dengan menggunakan 
mayoritas metodologi penelitian kuantitatif. Ketiga, penelitian kepatuhan pajak di 
Indonesia banyak mengangkat isu economic crime. Keempat, masih banyak artikel 
yang variabelnya mengacu pada banyak isu, sehingga variabel penelitian tersebut 
“menyebar” dan tidak ada hubungannya antara variabel satu dengan variabel yang lain. 
Hal ini berdampak terhadap analisis yang dangkal sehingga hasil riset minim 
kontribusinya baik secara praktis (implication), keterbaruan (state of the art) maupun 
teoritis untuk mengembangan pengetahuan (body of knowledge). Kelima, banyak 
artikel yang belum menghadirkan teori dalam menjelaskan fenomena atau temuan 
research. Keenam, banyak artikel yang dalam pembahasan hanya menyampaikan hasil 
statistik tanpa memberikan penjelasan analisis terhadap hasil research. Hal ini sangat 
diperlukan terutama pada penelitian yang hasilnya menolak hipotesis.  
 
Keterbatasan  
 Penelitian ini melakukan pembatasan dengan hanya mereviiu artikel yang terbit di 
jurnal terakreditasi Sinta 2, 3 dan 4 dengan fokus pada kata kunci kepatuhan wajib 
pajak di Indonesia secara manual. Profile research kepatuhan pajak yang ditampilkan 
di sini tidak termasuk tax avoidance yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Hasil 
review sistematis yang penulis paparkan tidak dapat disimpulkan secara umum berlaku 
di Indonesia mengingat banyak riset di luar jurnal yang terakreditasi yang tidak masuk 
dalam review sistematis berikut.  
 
Saran Untuk Penelitian Selanjutnya 
Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka disarankan untuk penelitian 
selanjutnya dapat dilakukan mapping penelitian tax avoidance untuk wajib pajak 
badan. Serta untuk memperbaiki kelemahan proses mapping manual, maka disarankan 
untuk dapat menjangkau semua publisher jurnal baik yang sudah maupun belum 
terakreditasi dengan menggunakan software, misal: Nvivo.  
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